BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan analisis yang tertuang dalam bab-bab

sebelumnya, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut:

1.

Diskresi merupakan kewenangan bebas yang dimiliki oleh pejabat
pemerintahan termasuk polisi untuk melaksanakan tugasnya. Mengenai
diskresi kepolisian, yang dimaksud ‘“bertindak menurut penilaiannya
sendiri” tentunya memiliki sifat subjektivitas yang tinggi, oleh karena itu
perlu diberikan limitasi seperti penggunaan diskresi tetap pada koridor
hukum yang sah yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
KEPP, asas legalitas, asas nesesitas, asas proporsionalitas, asas keadilan,
asas manfaat, dan lain sebagainya. Untuk itu penggunaan diskresi harus
memenuhi kriteria dan batasan tertentu supaya tercapai tujuan untuk
melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum,
memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan.

Dalam sistem demokrasi, aksi demonstrasi dapat berfungsi untuk
menyuarakan aspirasi masyarakat termasuk hak-hak dasar dan kebutuhan
sosial, mengkritik kebijakan pemerintah, mengajukan perubahan kebijakan
pemerintah apabila dipandang tidak efektif atau tidak mewakili
kepentingan warga negara, dan mengawasi pemerintah agar bertindak
sesuai kepentingan warga negara. Sudah menjadi peran polisi untuk
memastikan bahwa aksi demonstrasi berjalan dengan damai. Akan tetapi
fakta di lapangan membuktikan bahwa seringkali demonstran bertingkah
anarkis seperti melempar bom molotov ke barikade polisi, merusak,
merobohkan, membakar fasilitas umum, dan tindakan melanggar hukum
lainnya yang membahayakan kepentingan umum, tentunya para
demonstran tidak mengindahkan etika berdemonstrasi. Situasi darurat

seperti itu khususnya situasi yang melanggar hukum atau merah, polisi
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dapat menggunakan kewenangan diskresionernya untuk melakukan

kekerasan fisik kepada demonstran berdasarkan prosedur yang sah.

. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi tentu tidak terlepas dari

tanggung jawab. Penggunaan kewenangan diskresi yang sesuai prosedur
berarti berada dalam koridor hukum yang sah sehingga tidak dapat
dimintakan pertanggungjawaban. Sementara penggunaan diskresi yang
tidak sesuai prosedur menandakan ada penyalahgunaan wewenang oleh
polisi, terutama penggunaan diskresi yang melampaui wewenang bahkan
bukan termasuk kewenangan diskresioner lagi. Untuk itu terdapat
pertanggungjawaban internal yang dapat diselesaikan oleh lembaga seperti
Propam dan Kompolnas melalui sidang KKEP yang memberi sanksi
administratif kepada polisi. Lalu terdapat pula pertanggungjawaban
eksternal yang dapat dilakukan melalui peradilan pidana beserta dengan
permohonan restitusi dan kompensasi yang dapat diajukan oleh korban
kekerasan fisik oleh polisi saat demonstrasi apabila tindakan kekerasan

fisik bukan lagi dalam ranah kewenangan diskresioner, seperti penyiksaan.

5.2. Saran

1.

Oleh karena diskresi dilakukan berdasarkan penilaian sendiri sebagaimana
tercantum dalam Pasal 18 UU Kepolisian 2/2002, maka terdapat
subjektivitas yang tinggi. Akan lebih baik lagi apabila instansi kepolisian
membuat standar khusus terkait penggunaan diskresi khususnya dalam
objektivitas menilai situasi dan kondisi saat demonstrasi supaya
penggunaannya seragam dan minim penyalahgunaan wewenang diskresi.

Mengenai penggunaan diskresi untuk melakukan kekerasan fisik kepada
demonstran, polisi masih kurang profesional karena tindakannya masih
didasarkan pada perasaan emosi yang personal. Akan lebih baik lagi
apabila instansi kepolisian lebih melatith dan menguji profesionalisme
polisi dalam menangani aksi demonstrasi seperti diadakan program
pelatihan dan pendidikan khusus Dalmas dan PHH. Begitu pun dengan

kelompok masyarakat yang berdemonstrasi, akan lebih baik lagi apabila
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aksi demonstrasi tetap mengindahkan etika berdemonstrasi supaya berjalan
damai dan tercipta keseimbangan antara demonstran dan polisi.

Terdapat beberapa alasan mengapa korban kekerasan fisik yang dilakukan
oleh polisi tidak melapor ke polisi, hal ini dikarenakan lemahnya tingkat
kepercayaan masyarakat ke polisi dan rumitnya prosedur pengajuan
restitusi dan kompensasi. Maka dari itu untuk menjaga keobjektifan
pemeriksaan perkara pidana, akan lebih baik lagi apabila pihak penyidik
berasal dari luar POLRI. Selain itu, perlu diadakan sistem pengajuan
restitusi dan kompensasi yang lebih sederhana untuk melindungi hak-hak

korban kekerasan fisik oleh polisi saat demonstrasi.
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